BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal
22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah,
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.Undang-Undang...
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6396);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa
kali etrakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11.Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017
Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 87 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 87);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 84A)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025.

BAB L..
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BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2
3.
4

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Bondowoso.
Bupati adalah Bupati Bondowoso.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kklasifikasi suatu
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar
penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif,
Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa

uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di
Daerah pemilihannya.

. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada

anggota DPRD setiap turun ke Daerah Pemilihan saat
melakukan reses.

Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut
DO, adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil
Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Perhitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar penentuan
kelompok kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan Tim Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah

Tahun 2025 sebesar Rp.456.558.749.075,72 (empat ratus lima

puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh

ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima koma
tujuh puluh dua rupiah} dengan rincian perhitungan sebagai
berikut:

a. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp.211.009.393.993,12 (dua ratus sebelas milyar
sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga koma dua belas
rupiah);

b.Dana...
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2. Dana Bagi Hasil (DBH)
Rp.137.443.488.069,00 (seratus tiga puluh tujuh
milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus
delapan puluh delapan ribu enam puluh sembilan
rupiah);

3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Rp.881.906.003.493,00 (delapan ratus delapan puluh
satu milyar sembilan ratus enam juta tiga ribu empat
ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp.
1.230.358.885.555,12 (satu triliun dua ratus tiga
puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima
delapab ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima
puliuh lima koma dua belas rupiah).

b. 1. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Daerah Rp.560.320.881.394 (lima ratus enam
puluh milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus
delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh
empat rupiah).

2. Belanja Tambahan  Penghasilan PNS  Daerah
Rp.213.479.255.085,40 (dua ratus tiga belas milyar
empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima
puluh lima ribu delapan puluh lima koma empat puluh
rupiah).

3. Jumlah Belanja Pegawai Rp.773.800.136.479,40 (tujuh
ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus juta
seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh
sembilan koma empat puluh rupiah).

(3) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada
Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB IlI
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN
RESES, DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan. v

(2) Besaran Tunjangan Reses adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh
juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan reses per orang.

(3) Besaran DO adalah:

a. Ketua DPRD : Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus
ribu rupiah) setiap bulan; dan

b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus
ribu rupiah) setiap bulan.

BABIV...
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan
Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan
Tidak Berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Maret 2025

ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

Y

FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 13




